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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul ‘“Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian
Waralaba Pada Usaha Raja Pisang Keju Arjuna di Surabaya” merupakan
penelitian untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana praktik perjanjian
waralaba pada usaha Raja Pisang Keju Arjuna di Surabaya. 2) Bagaimana
analisis hukum Islam terhadap implementasi perjanjian waralaba pada usaha Raja
Pisang Keju Arjuna di Surabaya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan data
yang didapat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang
didapat disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif
dan kesimpulan menggunakan pola pikir induktif.

Dari pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa: 1) Praktik
perjanjian waralaba pada usaha Raja Pisang Keju Arjuna di Surabaya. Pada
praktiknya waralaba tersebut menggunakan akad kerja sama dengan memberikan
lisensi untuk diberikan hak dan kewajibannya dalam memasarkan produknya.
Waralaba tersebut juga mensyaratkan jual beli pada akad yang dilakukan pada
saat bergabung dengan waralaba tersebut. 2) Hasil analisis hukum Islam terhadap
implementasi perjanjian waralaba pada usaha Raja Pisang Keju Arjuna di
Surabaya, yakni telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukun akad syirkah dan
jual beli. Berkaitan dengan syirkah para pihak sama-sama bermodal dalam
melakukan perjanjian ini, yakni dengan bermodalkan ide kreatif untuk merek
dagang, logo, manajemen usaha dan tenaga bekerja, sedangkan pihak lainnya
memberikan modal untuk operasional usahanya. Dalam unsur jual beli yang
dilakukan sudah sesuai dan memenuhi syarat dan rukun jual beli. Kedua belah
pihak bersepakat bahwa ijab kabul yang dilakukan merupakan akad perjanjian
kerja sama atau syirkah yang dikombinasikan dengan akad jual beli.

Dari kesimpulan tersebut, peneliti memberi saran kepada kedua pihak,
bahwa kepada pihak franchisee agar melakukan perjanjian sesuai dengan yang
telah disepakati untuk menghindari adanya permasalahan yang dapat
menimbulkan batal dan berakhirnya perjanjian. Kepada pihak franchisor untuk
memberikan kepercayaan kepada ffanchisee dalam menjalankan lisensi yang
diberikan serta melakukan survei secara berkala untuk menghindari adanya
kecurangan.

Kata Kunci: Akad, Syirkah, Waralaba, Jual Beli.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kini semakin banyak masyarakat yang ingin membuka usaha ataupun
mengembangkan usahanya. Berbagai macam usaha bisnis sudah banyak kita
temui dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari fashion, jasa, maupun kuliner.
Dalam berwirausaha juga harus memiliki pengetahuan bisnis dan perhitungan
modal yang tepat agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan
maksimal. Dalam menjalankan bisnis tidak hanya mencari keuntungan akan
tetapi dapat membuat usahanya semakin berkembang. Kini banyak pemilik
usaha yang membuat usahanya dengan konsep waralaba atau yang biasa
disebut dengan franchise. Konsep waralaba merupakan sebuah bentuk usaha
yang menjadi pilihan banyak orang ketika memulai bisnis karena dinilai lebih
mudah meskipun tidak ada jaminan bahwa usaha waralaba akan menuai
sukses akan tetapi tingkat kegagalannya relatif rendah daripada bisnis
independen.'

Waralaba ini merupakan suatu metode bagi pemilik bisnis untuk lebih
mengembangkan bisnisnya secara cepat dan juga membantu para pebisnis
baru yang ingin bergelut pada bidang ini dengan jalan pintas untuk
mendapatkan bisnis yang sudah stabil sehingga meminimalisir kebangkrutan

pada tahun awal dalam berbisnis karena bisnis waralaba terkadang sudah

! Serian Wijatno, Pengantar Entrepreneurship (Jakarta: PT. Grasindo, 2009), 271.



memiliki produk usaha yang dikenal oleh masyarakat. Sehingga waralaba
dinilai lebih mudah dan menguntungkan kedua belah pihak.’

Bisnis waralaba merupakan sebuah bisnis atau usaha yang dijual
kepada pembeli atau yang biasa disebut dengan franchisee, lalu si pembeli
tersebut menjalankan usahanya berdasarkan ketentuan dari pihak penjual atau
pemilik bisnis yang disebut ffanchisor. Bisnis waralaba juga dikenal sebagai
pembelian nama atau merek tertentu untuk dijalankan oleh orang lain. Dalam
bisnis waralaba, pihak franchisor sudah memiliki Standar Operasional
Prosedur (SOP) dalam wusahanya. SOP masing-masing waralaba sudah
ditentukan oleh franchisor sehingga semua usaha waralabanya memiliki
mutu, kualitas, pelayanan, dan distribusi yang sama.’

Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis seperti
gambar, logo, nama, susunan warna, dan suara untuk membedakan barang
dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam melakukan
kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek juga berfungsi sebagai
tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang
atau beberapa orang secara bersama-sama maupun badan hukum lainnya,
sebagai alat promosi dengan menyebutkan mereknya, menjadi jaminan atas

mutu barang dan/atau jasa.’

% Lukman Hakim, Info Lengkap Waralaba (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), 26.

% Dewi Hartanti, Bisnis Franchise Modal 2 Juta (Yogyakarta: Penerbit Indonesia Cerdas, 2009),
12-13.

* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual — Kementrerian Hukum dan HAM R., dalam
https://dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan, diakses pada 25 Januari 2020.


https://dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan

Waralaba dibagi menjadi dua jenis, yakni warabala produk dan merek
dagang yang mana franchisor memberikan izin kepada franchisee untuk
menjual produk dengan menggunakan merek dagang dalam bentuk lisensi
penjualan. Sedangkan waralaba format bisnis merupakan sistem waralaba
yang tidak hanya menawarkan merek dagang dan logo, akan tetapi
menawarkan sistem yang komprehensif mengenai tata cara menjalankan
bisnis hingga sukses, seperti pelatihan dan konsultasi untuk pemasaran,

penjualan, dan pengembangan bisnis.’

Waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2007
Pasal 1 yang menyatakan bahwa waralaba adalah hak khusus yang dimiliki
oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri
khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah
terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain
berdasarkan perjanjian waralaba.® Selanjutnya pada Pasal 3 menegaskan
bahwa yang dimaksud dengan Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar
adalah Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan usaha merek, hak cipta,
paten, dan rahasia dagang, sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau
sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang.’

Waralaba dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual ialah

memberikan lisensi atau hak untuk menggunakan dan atau memanfaatkan

% Slamet Yuswanto, Merek Nafas Waralaba (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 12.

® Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, dalam
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4764/pp-no-42-tahun-2007, diakses pada 22 Januari
2021.

’ Lathifah Hanim, “Perlindungan Hukum HaKI Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia”, Jurnal
Hukum, Vol XXVI, (Agustus, 2011), 574.



Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk merek. Dalam hal ini yang hanya
diberikan hanyalah hak untuk menjual atau mendistribusikan produk barang

atau jasa dengan menggunakan merek tertentu.®

Sehingga dapat diartikan
bahwa pemilik Hak Atas Kekayaan Intelektual atau penemuan ciri khas usaha
disebut sebagai pewaralaba/franchisor sedangkan yang menggunakan Hak
Atas Kekayaan Intelektual tersebut adalah terwaralaba/ffanchisee dengan
membayar sejumlah uang kepada franchisor.’

Keberhasilan dalam berwaralaba juga ditentukan oleh lingkungan
yang ada disekitar. Keberhasilan juga ditentukan oleh kekuatan, dan tidak
ada kekuatan kecuali dengan cara kerja sama, dan kerja sama dapat dicapai
dengan cara saling menghormati, namun tidak akan ada sekelompok manusia
yang bisa saling menghormati satu sama lain kecuali dengan menegakkan
aturan. Oleh karena itu, dengan aturan seseorang atau suatu kelompok dapat
mencapai sebuah keberhasilan. Islam merupakan agama yang mengatur
semua aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek yang diatur ialah terkait
dengan aturan atau hukum. '°

Dalam lingkup kajian hukum Islam, hukum Islam tidak akan
mengabaikan kenyataan yang ada dalam setiap perkara, sebab tujuan hukum

Islam tidak ditetapkan hanya untuk individu atau kelompok tertentu. Begitu

pula dengan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilepaskan dari nilai dasar

® Ibid, 575.

° Dewi Hartanti, Bisnis Franchise..., 25.

10" |smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis,
dan Sosial (Bogor: Katalog Dalam Terbitan, 2017), 3.



yang telah ditetapkan dalam Alquran, hadis nabi, dan sumber ajaran Islam
lainnya.'"" Hukum muamalah ialah hukum yang berhubungan dengan
pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak, serta
penyelesaian persengketaan, seperti jual beli, kerja sama, sewa menyewa,
utang piutang, gadai, hibah, dan sebagainya.'?

Konsep waralaba diatas dalam muamalah dapat diatur dalam
perjanjian kerja sama atau syirkah. Syirkah ialah perkongsian atau
persekutuan dalam hak untuk menjalankan suatu usaha tertentu dengan
sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian dan
kesepakatan kedua belah pihak.'* Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES) pada bab 2 tentang akad, pasal 20 menjelaskan bahwa syirkah
merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan,
keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian
keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang
berserikat.'*

Dalam perjanjian waralaba yang telah ditetapkan oleh ffanchisor
terkadang memiliki beberapa aturan yang wajib untuk dilaksanakan agar
perjanjian dapat berjalan dengan baik, seperti perjanjian waralaba yang
mengharuskan adanya jual beli didalamnya. Jual beli secara bahasa berarti

menukar sesuatu dengan sesuatu. Konsep jual beli mengandung dua kegiatan

1 Idri, Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi (Jakarta: Kencana, 2017), 4.

12 \smail Nawawi, Fikih Muamalah..., 4.

13 \smail Nawawi, Fikih Muamalah..., 151.

14 syafri Muhammad Noor, Hadits-hadits tentang Syirkah dan Mudharabah (Jakarta: Rumah Figh
Publishing, 2019), 9.



sekaligus yakni pihak satu menjadi penjual dan pihak lainnya menjadi
pembeli. Dengan demikian, jual beli mengandung konsep serah terima suatu
objek yang mengandung nilai secara hukum sebagai ganti atas pembayaran
dari suatu harga tertentu.'

Jual beli mendapat apresiasi dari Rasulullah SAW, termasuk dalam
salah satu mata pencaharian paling baik. Hal tersebut tidak terlepas dari
keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki sifat saling
membutuhkan satu dengan yang lain. Islam mengajarkan kepada umat
manusia untuk mengadakan kerja sama dalam aktivitas ekonomi supaya
saling menguntungkan.'® Jual beli hukumnya mubah berdasarkan dalil
Alquran, sunnah serta ijma’ ulama.

Sebagai studi kasus, penulis melakukan penelitian lapangan dari
perjanjian waralaba yang bergerak dalam bidang kuliner, yakni usaha Raja
Pisang Keju Arjuna. Raja Pisang Keju Arjuna merupakan salah satu merek
dalam bidang kuliner yang sangat populer dan banyak ditemui di Indonesia
khususnya di kota Surabaya. Raja Pisang Keju Arjuna berfokus pada
makanan ringan yang terbuat dari Pisang dengan diberi beberapa macam
topping diatasnya. Raja Pisang Keju Arjuna berdiri sejak 2010 hingga saat ini
sudah memiliki lebih dari 100 franchise di seluruh Indonesia.

Francishor telah menetapkan biaya sebesar Rp. 5.000.000,00 untuk

royalti sebagai pemberian lisensi kepada franchisee untuk satu tempat.

15 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan
Bisnis Kontemporer (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 63.
18\dri, Hadis Ekonomi..., 158.



Franchisor juga menyatakan bahwa franchisee sebagai mitra usaha sekaligus
pihak pembeli yang wajib membeli tepung pisang goreng milik ffanchisor
dengan pembelian minimal 10 kilogram dengan harga Rp. 20.000,00 per
kilogramnya, serta membeli sterofom Rp 550,00 untuk 1 sterofom dan kotak
kardus Rp 900,00 untuk 1 kotaknya dengan minimal pembelian 500 biji.

Franchisor menuliskan dalam perjanjiannya bahwa pihak franchisee
diperbolehkan untuk menjual pisang goreng dengan menu yang tidak harus
mengikuti pihak franchisor. Lisensi akan dicabut jika pihak franchisee tidak
melakukan sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Keuntungan yang di dapat
dihasilkan dari masing-masing penjualan yang dilakukan oleh ffanchisor dan
franchisee, yang mana fianchisor mendapatkan keuntungan dari pembelian
yang dilakukan oleh franchisee dan fianchisee mendapatkan keuntungan dari
pembeli pisang keju yang dijualnya.'” Disini penulis menemukan konsep
waralaba yang cukup menarik yang digunakan usaha Raja Pisang Keju Arjuna
ini.

Oleh sebab itu penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai proses
atau praktik akad yang dilakukan dalam konsep waralaba yang digunakan
oleh usaha Raja Pisang Keju Arjuna, baik dari segi proses kerja sama,
pandangan hukum Islam, maupun dari segi penyelesaian sengketa yang
terjadi dalam kerja samanya. Hal tersebut yang menuntun penulis melakukan
penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian

Waralaba Pada Usaha Franchise Raja Pisang Keju Arjuna Di Surabaya”.

1" sutrisno (Pemilik Raja Pisang Keju Arjuna), Wawancara, Surabaya, 20 Oktober 2020.



B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat

mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah

tersebut dapat di identifikasi sebagai berikut:

1.

Sistem waralaba yang digunakan oleh usaha Raja Pisang Keju Arjuna di
Surabaya

Perjanjian yang digunakan oleh usaha Raja Pisang Keju Arjuna di
Surabaya.

Pemutusan perjanjian oleh usaha Raja Pisang Keju Arjuna di Surabaya.
Penerapan akad Syirkah dan jual beli pada praktik perjanjian waralaba
pada usaha Raja Pisang Keju Arjuna di Surabaya.

Analisis hukum Islam terhadap implementasi perjanjian waralaba pada
usaha Raja Pisang Keju Arjuna di Surabaya.

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, untuk menghasilkan

penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, maka penulis membatasi

penelitian ini yang meliputi masalah sebagai berikut:

1.

Praktik perjanjian waralaba pada usaha Raja Pisang Keju Arjuna di
Surabaya.
Analisis hukum Islam terhadap implementasi perjanjian waralaba pada

usaha Raja Pisang Keju Arjuna di Surabaya.



C. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang tersebut maka masalah yang akan peneliti
bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana praktik perjanjian waralaba pada usaha Raja Pisang Keju
Arjuna di Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi perjanjian

waralaba pada usaha Raja Pisang Keju Arjuna di Surabaya?

D. Kajian Pustaka
Dalam melakukan penelitian kali ini penting kiranya untuk juga
melihat penelitian terdahulu. Karena, hal ini akan sangat membantu dalam
penambahan cara pandang juga diharapkan tidak ada pengulangan penelitian
yang sama. Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai
hasil penelitian yang mempunyai sedikit relevansi dengan penelitian yang
sedang dilakukan peneliti saat ini, yaitu:

1. Skripsi dengan Judul “Perlindungan Hukum Bagi Franchisee Dalam Hal
Pemutusan Perjanjian Waralaba (Studi Kasus Salon De Grace dan Salon
Yemember Surabaya)”, oleh Ovy Suharttiwy, tahun 2016, Universitas
Muhammadiyah Surakarta. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai
perlindungan hukum yang dapat diterima oleh franchisee ketika adanya
pemutusan perjanjian waralaba. Perbedaan dengan skripsi yang akan

dibahas oleh penulis adalah penulis membahas mengenai akad atau
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perjanjian waralaba yang dilakukan oleh ffanchisor (Raja Pisang Keju

Arjuna) dengan fanchisee dalam perspektif hukum Islam. '®

2. Skripsi dengan Judul “Analisis Hukum Terhadap Perjanjian
Waralaba/Franchise (Studi Kasus Yayasan Rewana Education Branch
Bulukumba di Kabupaten Bulukumba)”, oleh Nuratika, tahun 2015,
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam skripsi tersebut
mengatakan bahwa penerapan hukum Syariah pada perjanjian waralaba
(franchise) Yayasan Rewana Education terhadap kursus bimbingan
belajar berdasarkan sistem Mudharabah dan akad Ijarah. Perbedaan
dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis adalah akad yang
digunakan dalam menganalisis penelitian tersebut, penulis menggunakan
akad syirkah dan jual beli dalam penyelesaiannya. '°

3. Skripsi dengan Judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Waralaba
Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”, oleh
Dirhamzah, tahun 2015, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Dalam skripsi tersebut analisis hukum Islam yang digunakan berdasarkan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan dengan skripsi yang akan

dibahas oleh penulis adalah penulis menggunakan subjek untuk

melakukan penelitian yaitu Raja Pisang Keju Arjuna dan akan membahas

18 Ovy Suharttiwy, “Perlindungan Hukum Bagi Franchisee Dalam Hal Pemutusan Perjanjian
Waralaba (Studi Kasus Salon De Grace dan Salon Yemember Surabaya)”. (Skripsi—Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2016).
19 Nuratika, “Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Waralaba/Franchise (Studi Kasus Yayasan
Rewana Education Branch Bulukumba di Kabupaten Bulukumba)”. (Skripsi—Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar, 2015).
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perjanjiannya dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan akad
syirkah dan jual beli.*

4. Skripsi dengan Judul “Bisnis Waralaba (Franchise) Dalam Pendekatan
Sistem Ekonomi Islam”, oleh M. Azwar Nur Akbar, tahun 2013,
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam skripsi tersebut
pembahasan berfokus pada sistem Ekonomi seperti konsep bisnis,
pemasaran produk dan aspek bagi hasil. Perbedaan dengan skripsi yang
akan dibahas oleh penulis adalah penulis berfokus dalam membahas akad
atau perjanjian dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan akad
syirkah dan jual beli.*!

5. Skripsi dengan Judul “Aspek Hukum Dalam Perjanjian Waralaba
(Franchise) Pada Teh Poci Di Kota Medan”, oleh M. Suhaji Utama, tahun
2011, Universitas Sumatera Utara. Dalam skripsi tersebut membahas
mengenai aspek hukum terhadap perjanjian franchise berdasarkan hukum
positif, seperti yang ada telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 42
Tahun 2007. Perbedaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis
adalah penulis membahas dalam aspek hukum waralaba yang dilakukan

oleh Raja Pisang Keju Arjuna dalam perspektif hukum Islam.

20 Dirhamzah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Waralaba Ditinjau dari Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES)”. (Skripsi—Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015).

2L M. Azwar Nur Akbar, “Bisnis Waralaba (Franchise) Dalam Pendekatan Sistem Ekonomi Islam”.
gSkripsi—Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013).

2 M. Suhaji Utama, “Aspek Hukum Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pada Teh Poci Di
Kota Medan”. (Skripsi—Universitas Sumatera Utara, 2011).



12

E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang diatas, maka secara
garis besar tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui dan mempelajari praktik perjanjian waralaba pada
usaha Raja Pisang Keju Arjuna di Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap implementasi

perjanjian waralaba pada usaha Raja Pisang Keju Arjuna di Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai
tambah baik bagi pembaca maupun bagi penulis, baik secara teoritis maupun
secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat
ditinjau sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat secara teoritis khususnya bagi penulis dan pembaca. Penelitian
ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi yang
berkaitan dengan perjanjian waralaba khususnya pada implementasi akad
syirkah dan jual beli dalam perjanjian waralaba pada usaha Raja Pisang
Keju Arjuna di Surabaya.

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi kepada pihak terkait serta para bisnis waralaba usaha Raja

Pisang Keju Arjuna. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi
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kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada
muamalah.

3. Bagi pembaca, diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan
serta bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan atau pembanding
dalam pembuatan skripsi selanjutnya.

4. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi pada
program studi hukum ekonomi Syariah jurusan hukum perdata Islam

fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan terkait dengan
pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian
sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam menelusuri atau menguji suatu
penelitian.”> Untuk menghindari kesalahfamahan dan memperjelas arah
pembahasan pada skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap
Perjanjian Waralaba Pada Usaha Franchise Raja Pisang Keju Arjuna Di
Surabaya”, maka penulis akan menjelaskan definisi operasional dalam skripsi
ini sebagai berikut:
Hukum Islam Adalah sekumpulan aturan yang berdasarkan

perintah  Allah untuk mengatur perilaku

23 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi
(Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2017), 9.
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kehidupan umat muslim dalam seluruh aspek.**
Hukum Islam yang dimaksud adalah pada aspek
muamalah.

Perjanjian Waralaba Adalah sebuah kerja sama antara pihak pertama
yang disebut dengan pemilik bisnis (franchisor)
untuk memberikan hak kepada pihak kedua
yang disebut dengan pembeli  bisnis
(franchisee) untuk menjual produk serta
menggunakan brand Raja Pisang Keju Arjuna
Surabaya.

Usaha Raja Pisang Keju Adalah salah satu wusaha waralaba yang

Arjuna bergerak pada bidang kuliner sejak tahun 2010
hingga saat ini. Usaha ini sudah memiliki lebih

dari 100 franchise di seluruh Indonesia.>>

H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan cara mencari,
menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian. Penelitian
merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah,

menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, untuk

24 Rohidin, Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), himn. 4.
25 sutrisno (Pemilik Raja Pisang Keju Arjuna), Wawancara, Surabaya, 20 Oktober 2020.
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memperoleh kajian yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh
karena itu, penulis memerlukan metode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif

di mana peneliti mengumpulkan data dengan cara mengamati dan

berinteraksi secara langsung dengan orang-orang yang menjadi subjek

penelitian. Oleh sebab itu, peneliti mengumpulkan data dengan cara
mengamati dan wawancara kepada pihak Frachise Raja Pisang Keju

Arjuna?®

2. Data Yang Dikumpulkan
Berdasarkan rumusan seperti yang telah dikemukakan diatas,
maka data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk dijadikan bahan dalam
penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian

Waralaba Pada Usaha Raja Pisang Keju Arjuna di Surabaya”, sebagai

berikut:

a. Data primer meliputi data yang telah didapat dari franchisor dan
franchisee yakni data yang berkaitan dengan perjanjian waralaba
seperti syarat dan ketentuan, hak dan kewajiban yang harus dilakukan
saat melakukan perjanjian pada usaha franchise Raja Pisang Keju

Arjuna di Surabaya.

b. Data sekunder meliputi data yang berasal dari kepustakaan.

2% salim, Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis (Jakarta: Kencana, 2019), 29.
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3. Sumber Data

Sumber data merupakan asal dari mana data akan digali, baik

primer maupun sekunder. Sumber tersebut bisa berupa orang, dokumen,

pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.

a.

Sumber primer, merupakan data yang berasal dari sumber asli atau
pertama. Data ini dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan
alat lainnya. Dalam penelitian ini, sumber data didapatkan dari hasil
wawancara pemilik usaha waralaba (ffanchisor) dan mitra usaha
(franchisee) Raja Pisang Keju Arjuna di Surabaya.

Sumber sekunder, merupakan data sekunder yang sudah tersedia
dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang sudah tersedia
seperti di perpustakaan. Dalam penelitian ini, data sekunder
didapatkan dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen apa saja

yang berkaitan dengan syirkah dan jual beli.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian

sangat penting agar memperoleh data yang akurat. Teknik pengumpulan

data dapat dilakukan dengan cara:

a.

Observasi

Pengumpulan data dengan metode observasi dilakukan dengan cara
melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian. Data yang
diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, perilaku, tindakan,

maupun interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat berupa
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interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota dalam
berorganisasi.”’ Observasi yang dilakukan oleh peneliti dilangsungkan
di tempat usaha Raja Pisang Keju Arjuna di Surabaya.

Wawancara

Metode wawancara ini merupakan proses untuk memperoleh
keterangan atau data dengan menggunakan teknik pengumpulan data
melalui tanya jawab®, berhadapan dan berdialog langsung dengan
informan yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang
berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini peneliti
melakukan wawancara dengan pemilik usaha waralaba (ffanchisor)
dan mitra usaha (franchisee) Raja Pisang Keju Arjuna di Surabaya.
Dokumentasi

Dalam pengumpulan data yang dilakukan ditujukkan pada subjek
penelitian, yakni melalui dokumen, buku-buku, peraturan-peraturan,

2% Hasil pengumpulan dokumentasi yang

majalah, dan sebagainya.
telah diperoleh peneliti memperoleh penerapan terkait praktik jual

beli yang dapat diterapkan saat akan bergabung pada waralaba usaha

Raja Pisang Keju Arjuna di Surabaya.

2" JR. Raco, Metode Penelitian KualitatifJenis, Karakteristik dan Keunggulan (Jakarta: Grasindo,

2010), 112.

28 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan
Manual dan SPSS (Jakarta: Kencana, 2017), 18.
29 Mukhtazar, Prosedur Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), 83.
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5. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan  data  merupakan kegiatan lanjutan setelah
pengumpulan data dilaksanakan. Data yang diperoleh akan diolah melalui
tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. FEditing merupakan salah satu proses untuk memeriksa, memperbaiki
kualitas data yang diperoleh dengan cara memilih, menyesuaikan, dan
menyeleksi akan kebenaran data tersebut.’® Dengan teknik ini,
diharapkan peneliti agar menyesuaikan dengan kajian penelitian.

b. Organizing merupakan salah satu proses yang sistematis dalam
menyusun dan mengumpulkan data untuk tujuan penelitian. Dengan
teknik ini, diharapkan peneliti dapat melakukan pengelompokan
terhadap data-data yang diperlukan untuk dianalisis dan menyusun
data-data agar lebih memudahkan penulis dalam menganalisis.

c. Analizing merupakan salah satu proses lanjutan terhadap hasil
pengorganisasian dan pengeditan data yang telah didapatkan.’'
Dengan teknik ini, diharapkan peneliti dapat mencapai suatu
kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data
Menurut Sugiono analisis data adalah proses mencari dan
menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara,

catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan memilih data yang penting

%0 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif (Malang: UMMP Press, 2010), 25.
31 Abd. Mukhid, Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif (Surabaya: CV. Jakad Media
Publishing, 2021), 185.
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dan yang akan dipelajari hingga membuat kesimpulan yang mudah

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.** Untuk mempermudah

proses analisis pada penelitian ini maka penulis menggunakan:

a. Analisis deskriptif merupakan analisis dengan cara menguraikan serta
menjelaskan data yang telah terkumpul.>® Metode ini digunakan untuk
mengetahui gambaran tentang perjanjian waralaba pada Usaha Raja
Pisang Keju Arjuna di Surabaya.

b. Pola pikir Induktif merupakan pola pikir yang berpijak pada teori yang
berkaitan dengan permasalahan, kemudian berdasarkan fakta yang
bersifat khusus.>* Pada pola pikir ini berpijak pada teori-teori akad
syirkah dan jual beli dan kemudian dikaitkan dengan fakta lapangan
tentang perjanjian waralaba pada usaha Raja Pisang Keju Arjuna di

Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan
Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan yang
direncanakan atau diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika
pembahasan dengan membagi dalam lima bab. Tiap-tiap bab akan
menguraikan aspek-aspek yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

%2 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV. Jejak,
2018), 236-237.
:i Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

Ibid.
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Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang
latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi
operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori terkait dengan penelitian yang
meliputi akad syirkah dan jual beli dalam hukum Islam. Pada bab ini berisi
tentang penjelasan akad syirkah yang meliputi pengertian syirkah, rukun dan
syarat syirkah, macam-macam Syirkah, dasar hukum syirkah, hukum
berakhirnya syirkah. Serta pemaparan akad jual beli meliputi pengertian jual
beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan dasar hukum jual
beli.

Bab ketiga merupakan penyajian data yang berisi tentang sejarah
berdirinya usaha Raja Pisang Keju Arjuna, sistem waralaba Raja Pisang Keju
Arjuna, syarat dan ketentuan perjanjian serta mekanisme perjanjian yang
dilakukan usaha waralaba Raja Pisang Keju Arjuna di Surabaya.

Bab keempat merupakan analisis data, peneliti akan membahas
mengenai praktik perjanjian waralaba pada usaha waralaba Raja Pisang Keju
Arjuna di Surabaya serta analisis hukum Islam terhadap perjanjian waralaba
pada usaha Raja Pisang Keju Arjuna di Surabaya dengan menggunakan akad
syirkah dan jual beli.

Bab kelima merupakan penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan dari
hasil penelitian dan saran terhadap praktik perjanjian waralaba Pada Usaha

Raja Pisang Keju Arjuna di Surabaya.



BAB II

KONSEP SY/RKAH DAN JUAL BELI

DALAM ISLAM

A. Syirkah

1.

Definisi Syirkah

Syirkah merupakan salah satu jenis akad percampuran. Akad
percampuran merupakan suatu transaksi mencampurkan aset menjadi
satu kesatuan kemudian kedua belah pihak akan menanggung risiko dari
kegiatan usaha yang dilakukan serta membagi keuntungan sesuai dengan
kesepakatan bersama.’

Syirkah secara bahasa berarti percampuran, pengkongsian,
perserikatan, persekutuan atau kerja sama antara dua hal menjadi satu
sehingga sulit untuk dibedakan.’ Sedangkan menurut istilah syirkah
berarti keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu
dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk
bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan
ataupun kerugian ditentukan sesuai dengan yang diperjanjikan.’

Syirkah menurut ulama Hanafiyah ialah suatu akad yang terjadi

antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Ulama

Hanabilah berpendapat adalah berhimpunnya hak dan wewenang untuk

Y Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah..., 95.

2 Ainul Yaqin, Figh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam (Pamekasan: Duta Media
Publishing, 2018), 72.

¥ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah..., 151.
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men-fasharruf-kkan  bisnis tersebut. Sedangkan ulama Malikiyah
berpendapat bahwa syirkah adalah pemberian wewenang kepada para
pihak yang telah bekerja sama, artinya setiap pihak yang bekerja sama
dapat memberikan wewenang kepada partnernya atas harta yang
dimiliki bersama dengan masih berwenang atas harta masing-masing
pihak.

Fatwa DSN MUI No. 114 Tahun 2017 tentang akad Syirkah
memutuskan bahwa akad syirkah adalah akad kerja sama antara dua
pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak
memberikan kontribusi dana/modal usaha (ra’s al-mal) dengan ketentuan
bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara
proporsional, sedangan kerugian ditanggung oleh para pihak secara
proporsional. Syirkah ini merupakan salah satu bentuk syirkah amwal
dan dikenal dengan nama syirkah inan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab I Pasal
20 ayat (3) menyatakan bahwa syirkah adalah kerja sama antara dua
orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan
dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan bersadarkan nisbah
yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.*

Dari beberapa definisi syirkah di atas dapat dipahami bahwa

syirkah merupakan akad kerja sama dua orang atau lebih dalam

* Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah..., 97.
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melakukan wusaha tertentu dengan keuntungan dan kerugiannya
ditanggung bersama atau dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.
2. Rukun dan Syarat Syirkah
Syirkah memiliki rukun dan syarat yang harus dilakukan agar
akad yang dilakukan dapat dikatakan sah oleh syara’. Adapun rukun dan
syarat syirkah, sebagai berikut:
a. Rukun syirkah

1) ‘Agqid, yaitu pihak-pihak yang bersekutu atau bekerja sama.

2) Objek syirkah, yaitu harta (modal), pekerjaan, tanggungjawab
dan laba.

3) Shighat, yakni ijab kabul sesuai dengan jenis syirkah yang
dilangsungkan.’

b. Syarat syirkah

1) Syarat ‘agid atau pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa
mitra harus kompeten dalam memberikan ataupun diberikan
kekuasaan perwakilan.

2) Syarat objek syirkah, para ulama bersepakat bahwa untuk dana
atau modal yang diberikan harus uvang tunai, emas, perak, atau
yang bernilai sama. Beberapa ulama memberikan kemungkinan
apabila modal berwujud aset perdagangan atau dalam bentuk

hak yang tidak terlihat, seperti barang, properti, lisensi, hak

® Ainul Yaqin, Figh Muamalah Kajian..., 73.
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paten, dan sebagainya maka harus dinilai lebih dahulu secara
tunai dan disepakati oleh mitranya.

3) Syarat shighat, yakni ijab kabul yang dilakukan merupakan
sebuah lafal ataupun ucapan yang mempunyai tujuan agar
perjanjian dapat berjalan dengan baik. Berakad dapat dianggap
sah jika diucapkan secara verbal ataupun tertulis.®

3. Prinsip-prinsip Syirkah

Prinsip merupakan suatu kaidah fundamental yang mengatur
masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Dalam Islam, sumber
prinsip ekonomi dan keuangan adalah syariah. Syariah ialah suatu
prinsip yang menjadi acuan prinsip keuangan dalam Islam yang
merupakan suatu keunikan dan perbedaan dalam norma keuangan
konvensional.’

Syirkah merupakan investasi berdasarkan keadilan, dimana
resiko bisnis akan dibagi kepada pihak yang telah terlibat. Prinsip
syirkah sendiri ialah bagi hasil dalam suatu perjanjian kerja sama antara
dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai
suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan

perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, yang tidak harus sama

® Ismail Nawawi, Fikih Muamalabh..., 155.
" Muhammad, Dasar-dasar Keuangan Islam (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi
Ull, 2004), 37.
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8 Syirkah merupakan salah satu jalan

dengan modal yang diberikan.
untuk mengukuhkan tali persaudaraan satu umat dengan umat yang lain.
4. Macam-macam Syirkah
Dalam hukum Islam syirkah dikenal memiliki macam-macam
syirkah yang memiliki ciri khas dalam hal perjanjian yang mendasarinya.
Namun secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni:
a. Syirkah Amlak

Syirkah amlak ialah kepemilikan barang secara bersama-sama atas

suatu barang tanpa didahului oleh suatu akad melainkan disebabkan

oleh hak kepemilikan sebagai berikut:

1) [Ikhtiari yakni perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum
orang yang berserikat, seperti dua orang atau lebih yang
bersepakat untuk membeli suatu barang atau menerima hibah,
wasiat atau wakaf dari orang lain maka benda-benda tersebut
menjadi harta bersama bagi mereka.

2) Jabari yakni perserikan yang muncul secara paksa dan bukan
keinginan orang yang berserikat, seperti harta warisan yang

menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak

warisan.’

8 -
Ibid., 84.
% Abdul Rahman Ghazali, et al., Figh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), 130-131.
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b. Syirkah Ukud
Syirkah ukud adalah suatu serikat yang ada atau terbentuk
dikarenakan para pihak yang sengaja untuk melakukan perjanjian
kerja sama demi tujuan bersama dengan terlebih dahulu para pihak
yang terlibat memasukkan partisipasi modalnya. Syirkah ini
bertuyjuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta
benda.'® Syirkah ukud dibedakan menjadi empat macam, yakni:
1) Syikah ‘Inan
Syirkah ‘inan yakni kerja sama yang terjadi antara dua orang
atau lebih yang masing-masing anggota mempunyai modal yang
tidak harus sama besar. Pembagian keuntungan di dasarkan pada
presentase besar modal atau sesuai dengan kesepakatan kedua
belah pihak.
2) Syirkah Mutawadhah
Syirkah muwatadhah ialah syirkah yang terjadi antara dua orang
atau lebih dalam melakukan serikat bisnis dengan syarat adanya
kesamaan modal, pembagian keuntungan dan kerugian, kesamaan
kerja, tanggung jawab dan beban utang.
3) Syirkah Wujuh
Syirkah wujuh ialah syirkah yang terjadi antara dua orang atau

lebih yang memiliki reputasi dan prestasi baik, yang mana

19 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan
Implementasi) (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 120.



4)

27

mereka diberikan kepercayaan untuk mengembangkan suatu
bisnis tanpa adanya modal.

Syirkah Abdan

Syirkah abdan merupakan bentuk kerja sama antara dua orang
atau lebih untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi
keuntungan dari pekerjaan tersebut dengan memanfaatkan fisik

mereka.'!

5. Dasar Hukum Syirkah

a.

Alquran
Dasar perserikatan dapat dilihat dalam ketentuan QS. Shad

ayat 24, yang berbunyi:

’e < =
P 2

ek o Bl o S Bj5ients ) Sk Jigzy SLB 30 e
SE G 3505 Bhganh U by oWl 1Lss 1T i Y] aip
S5 STy 555 1 SR

“Daud berkata, “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim
kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk
ditambahkan kepada kambingnya, dan sesungguhnya
kebanyakan dari orang-orng yang berserikat itu sebagian
mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh;

dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan daud mengetahui
bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada

Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”. (QS.
Shad (38) : 24)?

\

1 \smail Nawawi, Fikih Muamalah..., 102.

12 pid., 152.
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Kata khulathaa dalam ayat di atas merupakan orang yang
melakukan kerja sama. Ayat tersebut menunjukkan kebolehan
perkongsian dan larangan untuk menzalimi mitra kongsi.

b. Hadis

Kemitraan usaha telah dipraktekan pada masa Rasulullah
SAW. Para sahabat terlatih dan mematuhinya dalam menjalankan
metode ini. Rasulullah tidak melarang bahkan menyatakan

persetujuannya dan ikut menjalankan metode ini. Diriwatkan oleh
Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad SAW,

bersabda:

S Ol T BE 0B 2 M52 Bhs Lasad Sl g A2 s
3 SCRRCORA IR A - (RTIN I P et S AP
g 5 S Sl 306 4> Lo LaAsT

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin
Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami
Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi,

dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa’kannya. Ia
berkata, sesungguhnya Allah berfirman: “Aku adalah pihak

ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada

salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada
sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku

keluar dari keduanya.” (HR. Abu Daud dan disahkan oleh
Hakim).”"3

Maksud dari firman Allah tersebut ialah bahwasanya
Allah bersama mereka dengan menjaga, memelihara dan memberi

bantuan serta barakah dalam perniagaan mereka dan Allah akan

13 Mohammad Rifa’l, Figh Islam Lengkap (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), 423.
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mencabut keberkahan dari perniagaan mereka apabila ada pihak
yang berkhianat.
[jma’

Ijma’ ulama atas kebolehan syirkah terbentuk atas
kenyataan bahwa umat Islam sejak abad pertama sampai saat ini
telah mempraktikan syirkah. Oleh karena itu, syariat Islam telah
sepakat bahwa syirkah diperbolehkan dan juga menganjurkan

umat Islam untuk melaksanakannya.'*

6. Hukum Berakhirnya Syirkah

Syirkah dapat berakhir karena beberapa hal, diantara lain:

a.

Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan yang
lainnya.

Salah satu pihak kehilangan kecapakapan mengelola harta.

Salah satu pihak berada di bawah pengampuan.

Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika anggota syirkah lebih
dari dua orang, maka yang batal hanya pihak yang meninggal dunia.
Jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang

menjadi saham atau modal syirkah."®

14 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah..., 98.
' Ismail Nawawi, Fikih Muamalah..., 158.
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B. Jual Beli Dalam Islam

1.

Definisi Jual Beli

Kegiatan perdagangan atau jual beli dalam istilah figh jual beli
disebut dengan al-ba’i yang artinya menjual, mengganti, menukar
sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli terdiri dari dua kata yakni
jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab disebut dengan a/-ba’j yang
artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan
istilah al-syira’ yang artinya membeli. Dengan demikian, kata al-ba’i
berarti jual akan tetapi sekaligus berarti beli. Kata jual menunjukkan
bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli ialah adanya
perbuatan membeli.'®

Terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh para
ulama figh. Menurut Sayyid Sabiq definisi jual beli ialah pertukaran
harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik
dengan ganti yang dapat dibenarkan.'” Menurut Hanafiah pengertian
ba’i ialah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan
dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
Adapun menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah ba7 adalah tukar
menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan

kepemilikan.

'8 |dri, Hadis Ekonomi..., 155.
17 Abdul Rahman Ghazaly, et al., Figh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), 67.
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Pada Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba’7
adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda
dengan uang.'® Menurut Fatwa DSN MUI No. 110 tahun 2017 akad jual
beli adalah akad antara penjual (a/-ba’i) dan pembeli (al-musytari) yang
mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan
(barang/mabi /mutsman) dan harga (tsaman)."’

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan di atas, dapat
dikatakan bahwa jual beli atau a/-ba’7 adalah tukar menukar barang. Hal
tersebut telah dipraktikan oleh masyarakat pada jaman dulu ketika uang
belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yakni dengan
sistem barter yang dalam figh disebut dengan ba’ al-muqayyadah.”’

Jual beli merupakan suatu tindakan atau transaksi yang
disyariatkan, dalam arti telah ada hukumnya dalam Islam. Hukum jual
beli adalah mubah atau boleh. Jual beli mendapatkan apresiasi dari
Rasulullah, termasuk dalam salah satu mata pencaharian yang paling
baik. Tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial
yang memiliki sifat saling membutuhkan satu sama lain. Islam juga
mengajarkan kepada umat manusia untuk selalu mengadakan kerja sama

dalam aktivitas ekonomi supaya saling menguntungakan.

'8 Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2019), 101.
19 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah..., 64.
29 Mardani, Figh Ekonomi..., 101.
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2. Rukun dan Syarat Jual Beli
Sebuah transaksi jual beli membutuhkan rukun dan syarat yang
harus dipenuhi sebagai penegaknya, sehingga jual beli itu dapat
dikatakan sah oleh syara’, adapun rukun dan syarat jual beli sebagai
berikut:
a. Rukun Jual Beli

1) Pelaku akad atau al-muta’agidain yakni penjual (ba’) dan
pembeli (musytari)

2) Shighat ijab kabul yakni merupakan akad atau segala tindakan
yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan
kegiatan transaksi, baik tindakan berbentuk kata-kata maupun
perbuatan.

3) Ma’qud ‘alaih yakni barang atau benda yang akan dijadikan
transaksi

4) Tsaman yakni nilai tukar pengganti barang.

b. Syarat Jual Beli
Para ulama figh menyatakan bahwa akad jual beli harus
memenuhi syarat, sebagai berikut:

1) Syarat pelaku akad (al-muta’agidain)

Syarat pelaku akad yakni penjual dan pembeli ialah sudah
Baligh (dewasa) dan berakal sehat, mengerti (pandai/rasyid), dan
tidak terkena larangan melakukan transaksi (bukan orang gila,

orang bodoh, dan orang mabuk). Para jumhur ulama berpendapat
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bahwa orang yang melakukan akad harus sudah baligh dan
berakal. Akad akan batal apabila orang gila dan orang bodoh
yang akan melakukan akad sebab mereka tidak pandai dalam
mengendalikan harta.

Orang yang melakukan akad merupakan orang yang
berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu
yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Pelaku akad
melakukan akad karena kehendak sendiri dan tidak ada paksaan
dari pihak lain dalam melakukan transaksi kecuali paksaan yang
dibenarkan syariah seperti pengadilan yang memerintahkan
seseorang menjual hartanya untuk melunasi utang.

Syarat sighat (ijab kabul)

Sighat atau ijab kabul merupakan sebuah lafal ataupun
ucapan yang mempunyai tujuan agar perjanjian dapat berjalan
dengan baik. Sighat dapat dilakukan dengan ucapan (gauliyah),
perbuatan (f7 liyah) seperti tindakan saling memberikan barang
dan uang tanpa adanya ucapan, tulisan dan melalui surat
menyurat, dengan isyarat yang dapat dipahami, dan dengan
sarana komunikasi dan alat pembayaran modern.

Syarat ma’qud ‘alaih

Syarat barang yang diperjual belikan ialah ada saat

transaksi dilakukan. Tidak sah apabila jual beli yang dilakukan

belum nyata seperti bunga kurma yang belum menjadi buah.
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Barang yang diperjual belikan merupakan barang yang memberi
manfaat dan boleh dimanfaatkan menurut syariat Islam.

Barang merupakan milik dari penjual. Tidak sah apabila
barang yang dijual bukan milik kita seutuhnya atau menjual
milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Pihak yang berakad
harus mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, harga,
waktu dan tempat penyerahan).

4) Syarat tsaman

Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas
jumlahnya. Harga dalam akad jual beli harus dinyatakan secara
pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar
(bai’ al-muSA Wamah), lelang (bai’ al-muzayadah), atau tender
(bai’ almunagashah). Pembayaran dapat diserahkan saat
melakukan akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran
dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang dibayar
kemudian, maka waktu pembayaran harus jelas.?’

Terkait dengan rukun dan syarat jual beli para ulama membagi
jual beli dalam tiga kelompok, yakni:
a. Jual beli yang sahih
Jual beli dapat dikatakan sebagai transaksi yang sahih

apabila jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat yang telah

2L Andri Soemitri, Hukum Ekonomi Syariah..., 65-67.
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ditentukan, yakni bukan milik orang lain, sudah terjadi serah
terima serta sudah tidak ada hak khiyar.
b. Jual beli yang batil
Jual beli dapat dikatakan sebagai transaksi yang bati/
apabila salah satu atau keseluruhan rukun dan syarat tidak
terpenuhi, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau
barang yang diperjual belikan termasuka barang yang
diharamkan syara’ seperti bangkai, darah, babi, khamar dan
lainnya.
c. Jual beli yang fasid
Jual beli yang fasid ialah apabila terjadi kerusakan pada
jual beli tersebut yang menyangkut harga barang dan bisa
diperbaiki, sedangkan apabila kerusakan tersebut menyangkut
barang yang diperjual belikan maka hal tersebut dinamakan jual
beli batil*
3. Dasar Hukum Jual Beli
Jual beli merupakan aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh
berdasarkan Alquran, sunnah dan ijma’.
a. Alquran

1) Al-Baqarah ayat 275

o
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22 |bid, 68-69.
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“Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan telah

mengharamkan riba.”*

2) Al-Bagarah ayat 198

o 4 s 0 < S 0 . o7 - o1
i)) UA >)L.\,a.3 \};.A.A.; d\ ’jCL i,:l..c [J.M:J
“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki

hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”**

3) An-Nisa’ ayat 29

Lz 25, O
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama
suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.”

b. Hadis

1) Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’

J6 ¢ bl a8 g ol Jo (00 31 g 5 22
(53 s S 85 ) 33 5 155 oy 43N s

“Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai
pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah SAW
menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual
beli yang diberkati.” (HR. AlBazzar dan Al-Hakim).

23 Ahmad Sarwat, Figih Jual Beli (Jakarta: Rumah Figih Publishing, 2018), 6.
24 Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat..., 69.
25 1smail Nawawi, Fikih Muamalah..., 77
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2) Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban
P N
“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”.
3) Hadis yang diriwayatkan al-Tirmizi
(e A oly). s Magally cnd dually o) oo e Y1 B Ll W

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di

surga) dengan para nabi, shaddigin, dan syuhada”.?°

c. Ijma’
Berdasarkan ayat Alquran dan hadis di atas, para ulama
sepakat tentang halalnya transaksi jual beli dan haramnya riba.?’
4. Macam-macam Jual Beli
Jual beli sudah ada sejak jaman dahulu, meskipun bentuk jual
beli yang dilakukan sudah berbeda dengan sekarang. Jual beli mengalami
perkembangan seiring dengan kebutuhan manusia dan berkembangnya
zaman. Terdapat beberapa jenis jual beli yang dijelaskan dalam figh
muamalah, diantaranya berdasarkan:
a. Subjek dagangan
1) Bai’ al-mutlagah, yakni pertukaran barang atau jasa dengan

uang sebagai alat tukar.

%6 Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat..., 70.
2" Mardani, Fiqh Ekonomi..., 103,
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2) Bai’ al-mugayyadah/mugabadhah, yakni jual beli yang terjadi
dengan barter atau barang ditukar dengan barang.

3) Jual beli ash sharf, yakni jual beli yang terjadi karena
pertukaran uang dengan uang.

4) Jual beli saham dan surat berharga, yakni jual beli atas surat
yang menyatakan kepemilikan atau aset suatu perusahaan.”®

b. Cara penetapan harga

1) Ba’i al-muSAWamah merupakan jual beli biasa, yang mana
penjual tidak memberitahukan harga pokok barang dan
keuntungan yang didapatkan. Jual beli seperti ini memberi
peluang calon pembeli untuk menawar barang yang akan dibeli.

2) Jual beli amanah merupakan jual beli yang memberitahukan
harga pokok barang yang akan dijual. Jual beli jenis ini dibagi
menjadi beberapa jenis, seperti:

a) Murabahah, yakni jual beli dengan mengambil keuntungan
yang disepakati. Pada jual beli jenis ini penjual
memberitahukan harga pokok pada barang yang akan dijual
serta keuntungan seperti yang di sepakati

b) Jual beli tauliyah, yakni jual beli menggunakan harga
pokok dan tidak mendapatkan keuntungan dari transaksi

tersebut.

28 Andri Soemitri, Hukum Ekonomi Syariah..., 6.
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Jual beli dengan menempel banderol harga pada barang
dagangan. Jual beli ini diperbolehkan sebab harga dan barang
dapat diketahui oleh pembeli dan penjual saat transaksi sedang
berlangsung.

Jual beli muzayadah (lelang), merupakan jual beli dengan cara
menawarkan barang dagangannya dengan menambah jumlah
pembayaran dari pembelian sebelumnya, kemudian penjual
akan memberikan barang tersebut kepada pembeli dengan harga
tertinggi.

Jual beli munagadiah (obral), yakni jual beli dengan menawar
barang dengan harga lebih rendah dari harga pokok.

Jual beli muhathah, yakni jual beli dengan menawarkan diskon
kepada pembeli.

Jual beli al-taurid atau munagashah, merupakan jual beli dengan
cara pembeli memberikan pengumuman untuk membeli barang
tertentu sehingga para penjual dapat menawarkan harga sebaik
mungkin sehingga pembeli dapat memilih dari hari harga
terendah. Jual beli ini merupakan kebalikan dari cara lelang.

Jual beli dengan cicil (kredit), yakni jual beli dengan

menetapkan harga suatu barang secara total kemudian
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pembayaran dapat dilakukan secara berkala dalam waktu yang
telah disepakati.?’

Cara pembayaran

1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara
langsung.

2) Bay’ al-salam, yakni jual beli dengan melakukan pembayaran
dimuka dan barang yang dibeli akan dikirim dikemudian hari
sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Akad ini biasa
dilakukan untuk produk pertanian jangka pendek.

3) Bay’ al-istishna’, yakni jual beli dengan melakukan pemesanan
pembuatan barang dan pembayaran dapat dilakukan sesuai
dengan yang diperjanjikan.

4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama
tertunda

5) Jual beli yang menggunakan kartu sebagai alat pembayaran,

yakni seperti kartu debit dan kartu kredit.*°

5. Jual Beli Yang Dilarang

Rasulullah SAW melarang sejumlah jual beli, karena didalamnya

terdapat unsur gharar yang membuat manusia memakan harta orang lain

secara batil dan didalamnya terdapat penipuan yang nantinya dapat

29 |pid, 76-77.
30 1pid, 77.
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menimbulkan dengki, konflik dan permusuhan di antara kaum muslimin.

Diantara bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, antara lain:*!

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.

1)

2)

3)

Jual beli barang haram dan najis. Barang yang haram dan najis
untuk dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi,
berhala, bangkai dan khamar (minuman memabukkan).
Rasulullah SAW bersabda:

(41 5395 sl oly) aid e e 8 ST 25 o o 13) 0 O
“Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan
memakan sesuatu maka ia mengharamkan juga
memperjualbelikannya” (HR. Abu Dawyd dan
Ahmad).*?

Jual beli barang yang belum jelas. Barang yang bersifat samar-
samar atau tidak jelas haram untuk diperjualbelikan karena
dapat merugikan salah satu pihak yang akan bertransaksi. Jual
beli yang dilarang karena samar-samar seperti jual beli barang
yang belum tampak hasilnya, misalnya buah-buahan yang
belum terlihat hasilnya, menjual anak ternak yang masih dalam
kandungan induknya. **

Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan

dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan

jual beli dan ada unsur-unsur yang merugikan.

31 |smail Nawawi, Fikih Muamalah..., T8.
%2 Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat..., 80.

3 Ibid, 82.
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Jual beli yang menimbulkan kemudaratan. Segala bentuk yang
dapat  menimbulkan  kemudaratan, = kemaksiatan = dan
kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan seperti salib,

patung, buku ataupun bacaan porno. >*

Jual beli karena adanya faktor yang merugikan pihak-pihak terkait.

a)

b)

Jual beli dari orang yang masih melakukan tawar-menawar.
Apabila barang yang dijadikan transaksi masih terjadi tawar-
menawar maka terlarang bagi orang lain untuk membeli barang
tersebut sebelum tawaran sebelumnya diputuskan, seperti sabda
Rasulullah SAW:

e 3ie Jam pede (San mn Ve o Al s JB 5u8 ol e

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

Janganlah menjual sesuatu yang telah dibeli orang

lain”. ¥’

Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun dan akan
dijual ketika harga menjadi naik dan lebih tinggi karena
kelangkaan barang tersebut.*

Jual beli barang rampasan atau curian. Apabila pembeli
mengetahui bahwa barang yang dibeli merupakan barang
curian, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan
dosa. Oleh sebab itu, jual beli seperti ini dilarang. Rasulullah

SAW bersabda: “Barangsiapa yang membeli barang curian

3 Ipbid, 83.
% Ipid, 85.
% Ipid, 86.
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sedangkan ia tahu bahwa itu barang curian maka ia ikut dalam

dosa dan kejelekannya”. (HR. Baihagqi)



BAB III
PERJANJIAN WARALABA PADA USAHA RAJA

PISANG KEJU ARJUNA DI SURABAYA

A. Sejarah Berdirinya Usaha Raja Pisang Keju Arjuna di Surabaya

Usaha Raja Pisang Keju Arjuna didirikan oleh orang tua pak Sutrisno
sekitar tahun 2010. Setelah berjalan kurang lebih 5 tahun yakni pada tahun
2015, Usaha Raja Pisang Keju Arjuna dijalankan dan diteruskan oleh pak
Sutrisno selaku anak dari pemilik asli Usaha Raja Pisang Keju Arjuna. Usaha
Raja Pisang Keju Arjuna bermula pada saat pak Sutrisno dan keluarga
merantau di Kalimantan. Pada saat itu di Kalimantan sudah banyak orang
yang membuka usaha pisang keju seperti yang diciptakan oleh keluarga pak
Sutrisno.'

Pada saat orang tua pak Sutrisno kembali ke Surabaya terlebih dahulu
tanpa pak Sutrisno, kemudian muncul sebuah ide untuk menjual produk
pisang keju yang kebetulan pada saat itu tidak ada atau jarang sekali orang
menjual produk seperti ini. Usaha yang didirikan oleh keluarga pak Sutrisno
dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semakin tahun semakin banyak
konsumen yang suka dengan produk pisang keju yang dijual oleh keluarga
pak Sutrisno. Membeludaknya penjualan pada saat itu membuat pak Sutrisno

dan keluarga memutuskan untuk membuka waralaba atau ffanchise pada

usahanya. Pak Sutrisno juga mengembangkan usahanya dengan membuat

! sutrisno (Pemilik Raja Pisang Keju Arjuna), Wawancara, Surabaya, 20 Oktober 2020.
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berbagai macam usaha lainnya seperti Raja Es Puter Arjuna, Bakso Arjuna
dan masih banyak lagi’

Hingga sampai saat ini, lebih dari 100 franchise yang telah bergabung
dengan usaha waralaba milik pak Sutrisno. Franchise atau waralaba ini
berada hampir diseluruh wilayah Indonesia. Tujuan diadakan waralaba ini
untuk membesarkan usaha Raja Pisang Keju Arjuna Surabaya dan dapat
memenuhi keinginan konsumen agar lebih mudah dalam melakukan
pembelian pisang keju yang pada saat itu hanya bertempat di jalan Arjuna

Surabaya. °

Gambar 1 : Outlet Pusat Usaha Raja Pisang Keju Arjuna

2 Sutrisno (Pemilik Raja Pisang Keju Arjuna), Wawancara, Surabaya, 20 Oktober 2020.
% Sutrisno (Pemilik Raja Pisang Keju Arjuna), Wawancara, Surabaya, 20 Oktober 2020.



Gambar 2 : Banner Usaha Raja Pisang Keju Arjuna

Gambar 3 : Outlet Waralaba Usaha Raja Pisang Keju Arjuna

46
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B. Peta Lokasi Usaha Raja Pisang Keju Arjuna

Pusat tempat usaha dari usaha Raja Pisang Keju Arjuna terletak di

Jalan Arjuno No. 77, Kecamatan SAWahan, Surabaya. Berikut gambar peta

lokasi pusat tempat usaha Raja Pisang Keju Arjuna:
Q Warkop Bromo v
€ Pom Bensin
Coffee stor Motor Classic
Q %‘”‘J Abah Tomboe Stress
Filter Adi Water

JI. Bromo
Treatment

JI. Bromo - % Jl Bromo
9 Bar Dan Karaoke e
Pertamina Gas Statior ' v : 9

Raja Pisang Keju Arjuna
Busier than usual Kos nita
Law Firm Robert

SPBU Pertamina Arjuna
; Simangunsong

ATM BNI

©

s>
(o4
I. Arjuno

Bank Maspion Bromo SPBU ARJUNO

QKIB Expres o i

ounly ‘|0

JI. Teng

Gambar 4. Peta Lokasi Pusat Usaha Raja Pisang Keju Arjuna

C. Praktik Perjanjian Waralaba Usaha Raja Pisang Keju Arjuna

1. Pihak yang melakukan perjanjian waralaba

Pihak-pihak yang melakukan akad perjanjian kerja sama Raja
Pisang Keju Arjuna ini dilakukan oleh Pemilik usaha Raja Pisang Keju
Arjuna yang disebut sebagai pihak pertama, sedangkan pihak kedua
merupakan pihak yang bergabung dengan usaha Raja Pisang Keju Arjuna

yang disebut sebagai mitra usaha Raja Pisang Keju Arjuna sekaligus
sebagai pembeli bahan untuk usahanya.

2. Tujuan perjanjian waralaba

Bagi pemilik usaha Raja Pisang Keju Arjuna yakni pak Sutrisno,

tidak ada tujuan khusus selain mengembangkan usahanya. Hal tersebut
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dikarenakan dulunya tidak ada rencana untuk membuka usahanya dengan
sistem waralaba dan tidak menyangka usahanya diterima dengan baik
oleh konsumen. Dengan membludaknya konsumen yang semakin hari
semakin banyak oleh karena itu pak Sutrisno membuka usahanya dengan
sistem waralaba agar para konsumen dapat menikmati produknya di
outlet terdekat.

Bagi mitra usaha Raja Pisang Keju Arjuna yakni pihak yang
bergabung mengatakan bahwa tujuan bergabung dengan waralaba ini
dikarenakan Raja Pisang Keju Arjuna juga sudah memiliki brand
tersendiri di market jajan cemilan khususnya di Surabaya sehingga hal
tersebut membuat narasumber ingin bergabung dengan Raja Pisang Keju
Arjuna.4

Narasumber lain mengatakan bahwa bergabung dengan waralaba
Raja Pisang Keju Arjuna dikarenakan usaha ini memiliki produk yang
enak, sudah ada banyak outlet yang bergabung dengan Raja Pisang Keju
Arjuna sehingga memiliki prospek yang bagus untuk dijadikan usaha.’
Serta bergabung dengan waralaba Raja Pisang Keju Arjuna untuk mencari
tambahan pendapatan.® Setelah dilakukan perhitungan dalam bergabung

dengan waralaba ini juga tidak ada kegiatan yang memberatkan dan

*Vania (Franchisee Raja Pisang Keju Arjuna), Wawancara 16 Desember 2020.
> Afif (Franchisee Raja Pisang Keju Arjuna), Wawancara 21 Desember 2020.
6 Sherly (Franchisee Raja Pisang Keju Arjuna), Wawancara 20 Januari 2021.
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bahan serta kemasan yang dijual juga memilik harga yang sesuai di
pasaran.’
3. Sistem perjanjian waralaba

Perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Raja Pisang Keju
Arjuna dengan mitra usahanya dilakukan secara tertulis dan berkekuatan
hukum sama dengan menggunakan jenis waralaba produk dan merek
dagang, yang mana pihak Raja Pisang Keju Arjuna akan memberikan
lisensi kepada mitra usahanya untuk menjual produk Raja Pisang Keju
Arjuna dengan menggunakan nama dagangnya. Para calon mitra usaha
diwajibkan membayar royalti sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
agar dapat menjadi pihak mitra usaha. Merek Raja Pisang Keju Arjuna
sudah didaftarkan dengan nomor DID2019000084 dengan nama Arjuna
Surabaya. Cara pengecekan pendaftaran merek dagang dapat di lihat
melalui:

a. Membuka halaman pdki-indonesia.dgip.go.id®

Gambar 5: Tampilan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual

" Devina (Franchisee Raja Pisang Keju Arjuna), Wawancara 18 Januari 2021.
® Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual — Kementrerian Hukum dan HAM R., dalam
https://pdki-indonesia.dgip.go.id, diakses pada 25 Januari 2020.
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b. Tertera tempat kosong untuk mengisi nama merek dagang ataupun

nomor merek dagang yang sudah didaftarkan.

Gambar 6: Tampilan Nama Merek Dagang Dalam Pangkalan Data Kekayaan
Intelektual

Pihak Raja Pisang Keju Arjuna menyediakan bahan untuk
pembuatan produknya seperti pisang, tepung, topping dan kemasan.
Akan tetapi pihak Raja Pisang Keju Arjuna hanya mewajibkan untuk
pembelian tepung, hal tersebut dikarenakan tepung yang telah dibuat
oleh Raja Pisang Keju Arjuna memiliki resep sebagai khas dari Raja
Pisang Keju Arjuna yang tidak dapat dibuat oleh mitra usaha sendiri.
Sedangkan pembelian yang diwajibkan kedua adalah kemasan berupa
kotak kardus dan sterofom, hal tersebut dikarenakan kemasan tersebut
dijadikan sebagai identitas produk Raja Pisang Keju Arjuna.

Tidak ada denda yang ditetapkan oleh Raja Pisang Keju
Arjuna apabila pihak mitra usaha melanggar aturan yang telah
ditetapkan oleh Raja Pisang Keju Arjuna akan tetapi langsung

dilakukan pemutusan kerja sama. Langgaran yang dimaksud seperti
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pihak mitra usaha membuka usaha atau melakukan penjualan produk
Raja Pisang Keju Arjuna dengan menggunakan merek dagang Raja
Pisang Keju Arjuna akan tetapi tidak melakukan pembelian bahan
tepung, membuat tepung sendiri dan tidak membeli kemasan.

Pihak Raja Pisang Keju Arjuna juga melakukan pengecekan
dari data pengambilan bahan dan kemasan dari bulan sebelumnya.
Dengan pengambilan sejumlah bahan dan kemasan yang diambil
terakhir kali akan terlihat berapa lama waktu untuk pengambilan
bahan dan kemasan selanjutnya. Jika tidak ada pengambilan bahan
dan kemasan tanpa konfirmasi tempat atau outlet tutup maka akan
diberi surat peringatan.

Seperti yang pernah terjadi di outlet daerah Lawang Malang.
Pihak Raja Pisang Keju Arjuna mendapatkan laporan bahwa outlet
sedang libur hingga 5 bulan lebih lamanya dan selama itu pula tidak
melakukan pembelian bahan dan kemasan. Hingga saat pihak Raja
Pisang Keju Arjuna mendapatkan laporan bahwa produk yang dijual
tidak seperti biasanya. Pihak Raja Pisang Keju Arjuna langsung
melakukan pengecekan ternyata mitra usaha tersebut sedang berjualan
dengan menggunakan merek dagang Raja Pisang Keju Arjuna tanpa
melakukan pembelian bahan dan kemasan di Raja Pisang Keju Arjuna.
Pihak Raja Pisang Keju Arjuna merasa sangat dirugikan, sebab dengan
tindakan yang dilakukan mitra usahanya menjadikan brand Raja

Pisang Keju Arjuna memiliki produk yang tidak sama dengan yang
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lainnya. Sehingga pihak Raja Pisang Keju Arjuna langsung melakukan
pemutusan kontrak kerja sama dengan mitra usaha tersebut dan
mengambil semua atribut merek dagang yang ada di lokasi outlet
seperti banner, logo dan pencabutan lisensi sehingga pihak mitra
usaha tidak dapat melakukan penjualan produk menggunakan nama

merek dagang Raja Pisang Keju Arjuna.’

D. Gambaran Perjanjian Kerja Sama

Pihak yang ingin bergabung (franchisee) dengan waralaba raja pisang
keju arjuna harus menandatangani surat perjanjian kerja sama yang telah
dibuat oleh pemilik usaha Raja Pisang Keju Arjuna (#anchisor) sebagai tanda
persetujuan terkait dengan ketentuan dan syarat yang harus disetujui oleh
pihak yang akan bergabung (franchisee).

Surat perjanjian kerja sama yang telah dibuat oleh pemilik usaha raja
pisang keju arjuna wajib menyebutkan hari, tanggal, bulan dan tahun saat
perjanjian itu dilakukan. Pihak terkait juga harus mencantumkan namanya
dengan jelas seperti pihak pertama sebagai pemilik usaha beserta tempat
tinggalnya. Pihak kedua sebagai pihak yang bergabung dengan usaha raja
pisang keju arjuna beserta alamat tinggalnya.

Dalam surat perjanjian kerja sama juga menjelaskan bahwa pihak
pertama merupakan pemilik usaha raja pisang keju arjuna di Surabaya. Pihak

pertama dalam kerja sama ini merupakan produsen tepung pisang goreng

® Sutrisno (Pemilik Raja Pisang Keju Arjuna), Wawancara, Surabaya, 20 Oktober 2020.
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yang memiliki ciri khas tersendiri dan digunakan sebagai salah satu bahan
utama untuk pembuatanan pisang goreng keju. Pihak kedua merupakan mitra
kerja sama pihak pertama yang bergabung dalam franchise usaha pisang keju
arjuna dan harus melaksanakaan hal-hal yang telah menjadi ketentuan usaha
pihak pertama.

Pasal 1 dalam surat perjanjian kerja sama menjelaskan maksud dan
tujuan dari kerja sama ini yang mana pihak pertama dan kedua sepakat untuk
menjadi mitra usaha dengan merek Raja Pisang Keju Arjuna Surabaya. Pihak
pertama sebagai pemilik sekaligus produsen tepung goreng merek Raja
Pisang Keju Arjuna. Pihak kedua sebagai pembeli tepung pisang goreng
merek Raja Pisang Keju Arjuna Surabaya.

Pasal 2 menyebutkan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh
para pihak. Pihak pertama memberikan lisensi kepada pihak kedua dengan
membayar royalti sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk satu tempat
pada saat ditanda tanganinya perjanjian kerja sama ini. Pihak pertama
memberikan jadwal untuk pelatihan pihak kedua dengan waktu yang telah
disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak kedua juga dilarang untuk
melakukan penjualan tepung pisang goreng merek Raja Pisang Keju Arjuna
Surabaya kepada pihak lain dan dilarang untuk membuat adonan tepung
sendiri.

Pihak kedua diwajibkan untuk membeli tepung pisang goreng minimal
10kilogram (kilogram) dengan harga perkilo Rp 20.000 (dua puluh ribu

rupiah) dan sterofom seharga Rp 550 (lima ratus lima puluh rupiah) serta
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kotak kardus Rp 900 (sembilan ratus rupiah) berlabel Raja Pisang Keju
Arjuna dengan pembelian minimal 500 pcs. Harga yang tertera dalam surat
perjanjian dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dengan kondisi pasar
pada saat pembelian. Menu pisang goreng yang dijual oleh pihak kedua
diperbolehkan untuk tidak mengikuti pihak pertama. Pihak pertama
berkewajiban untuk menjaga kualitas tepung adonan pisang goreng merek
Raja Pisang Keju Arjuna Surabaya yang dijual kepada pihak kedua. Pihak
kedua juga wajib menjaga kualitas penjualan.

Pasal 3 dalam surat perjanjian kerja sama ini menyebutkan jangka
waktu perjanjian. Perjanjian yang dilakukan ini berlaku sejak ditanda tangani
oleh para pihak dan akan berakhir apabila pihak kedua telah fakum selama 3
bulan tanpa ada pemberitahuan kepada pihak pertama maka ijin akan dicabut
oleh pihak pertama.

Pasal 4 menyatakan berakhirnya perjanjian. Perjanjian yang dilakukan
oleh kedua belah pihak akan berakhir apabila pihak kedua tidak
melaksanakan atau melanggar ketentuan yang telah ditentukan dan
disepakati pada pasal 2 tentang hak dan kewajiban para pihak dalam
perjanjian.

Pasal 5 dari surat perjanjian kerja sama berisi tentang amandemen
atau perubahan perjanjian. Setiap perubahan atau penambahan isi perjanjian
terutama mengenai harga tepung pisang goreng maupun hal lainnya yang
menjadi satu kesatuan dalam perjanjian ini akan mengikat para pihak apabila

dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh para pihak dengan cara membuat
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dan menandatangani amandemen atau perubahan perjanjian yang merupakan
satu kesatuan dan tidak dapat terpisahakan dalam perjanjian ini.

Pasal 6 menyatakan penyelesaian sengketa apabila mengalami
perselisisihan. Dalam hal ini apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan
perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan melalui proses musyawarah untuk
mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melakui Pengadilan
Negeri dimana gugatan diajukan.

Pada pasal 7 dalam suarat perjanjian menyatakan bahwa perjanjian
dan lampiran-lampiran dalam perjanjian menjadi dasar bagi para pihak dalam
melakukan kerja sama dan berlaku mengikat. Pada surat perjanjian ini juga
harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua),

keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Gambar 7: Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Raja Pisang Keju Arjuna



PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menjadi
mitra usaha dengan Merk “RAPIA” Raja Pisang Keju Arjuna
Surabaya.

2. PIHAK PERTAMA dalam hal ini adalah sebagai pemilik Merk dan
produsen tepung pisang goreng Merk “RAPIA” Raja Piéang Keju
Arjuna Surabaya.

3. PIRAK KEDUA adalah sebagai pembeli daripada tepung; pisang
goreng Merk “RAPIA” Raja Pisang Keju Arjuna Surabaya.

PASAL 2
Hak dan Kewajiban Para Fihak

1. PIHAK PERTAMA memberikan lisensi kepada PIHAK KEDUA Merk
“RAPIA" Raja Pisang Keju Arjuna Surabaya dengan nomina! royalty yang
wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta
rupiah) untuk satu tempat yang dibayarkan pada saat ditanda
tanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA memberikan jadwal pelatihan kepada PIHAK KEDUA

sampai bisa deadlircnya disesuaikan dengan waktu luang PiF AK

PERTAMA dan disetujui oleh PIHAK KEDUA.

Gambar 8: Pasal 1 dan 2 Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Raja Pisang Keju Arjuna



3. PHAK KEDUA dilarang melalasdan penpaion tepung pisang goreng Mert “TAPA” Rap

4 PHAK KEDUA dilarang membilin adonan tepung sendin

5. PIMAK KEDUA membe’ tepung pisang goreng milik PIHAK PERTAMA dengan hargs
20.000/kg dengan pembelian tepung minimal 10 ky. Dan harga sterofom Rp SS0/pcs
dan kotak karus Rp 900/pcs yang beriabel P53 Pisang Kejs Arjuna mirwmal SO0 s
Harga tepung can sterofom bisa berubah sewaktu-walts tergantung kom s 336

6. Menu pisang goreng yang dijual oleh PIMAK KEDUA tidak harus menghati PBAL
PERTAMA.

7. PHAK PERTAMA berkewajibon menjaga ruaiitas tepung adonan pisang goreng Mert
“RAPIA® Raja Pisang Keju Arjuna Surabava yang diual kepada PRMAK KEDUA

8. PIHAK KEDUA wajid menjags kualitas perpuatan produl hasl clanae teoung adorar
milik PIHAK PERTAMA.

9. PHAK KEDUA bertewajban untuk mengs formulr ¢ats dan damat lenghap atas
lokasi “Dooth” dart PINAK PERTAMA.

Gambar 9: Lanjutan Pasal 2 Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Raja Pisang Keju Arjuna
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PASAL 3

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan a<an berakhir
jika PIHAK KEDUA fakum selama 3 bulan tanpa ada pemberitahuan ke PIHAK
PERTAMA ( ljin akan dicabut oleh PIHAK PERTAMA).

PASAL 4
Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian antara PARA PIHAK dengan keadaan sebaga: berikut ;

PIHAK KEDUA tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan yang telah
disepakati seprti yang dimaksudkan di dalam pasal 2 tentang Hak d3n
Kewajiban Para Pihak dalam perjanjian.

PASAL 5
Amandemen atau Perubahan Perjanjian

Setiap perubahan atau penambahan isi perjanpan terutama mengenai harga
tepung pisang goreng maupun hal-hal lainnya yang menjadi satu kesatuan
dalam perjanjian ini akan mengikat PARA PIHAK apabila dinyatakan secara
tertulis dan disetujui oleh PARA PIHAK dengan cara membuat dan
menandatangani Amandemen atau Perubahan Perjanjian yang mer apakan
satu kesatuan dan tidak dapat terpisahkan dalam perjanjian ini.

Gambar 10. Pasal 3, 4 dan 5 Surat Pejanjian Kerjasama Usaha Raja Pisang Keju Arjuna
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PASAL 6
Penyelesaian Sengketa

it mr')ad'\ perselisman dalam pelaksanaan Perjanjian ini yans tidak
Nal2

4 selesaika” melalui proses musyawarah untuk mufakat, maka PARA
dapat

« sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri dimana
PIHAK S

‘

gugatan diajuka"

PASAL 7
Lain-lain

Perjanjian dan fampiran-lampiran dalam perjanjian ini menjadi dasa- bagi PARA
PIHAK melakukan kerjasama dan berlaku mengikat. Demikianlah perjanjian ini
dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaiman disebutkan di awal
perjanjian oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), keduanya bermaterai

cukup dan mempunyai hukum yang sama.

PIHAK PERT@MA PIHAK KEDU

ENAM RIBURUPIAH

LERnY
7

Contac Person (WA) : 0821-5079-0066

Gambar 11: Pasal 6 dan 7 Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Raja Pisang Keju Arjuna




BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN WARALABA

PADA USAHA RAJA PISANG KEJU ARJUNA DI SURABAYA

A. Analisis Praktik Perjanjian Waralaba Pada Usaha R aja Pisang K eju Arjunadi
Surabaya

Usaha atau bisnis waralaba merupakan suatu kegiatan kerja sama
dalam bermitra untuk mencari keuntungan. Waralaba juga merupakan suatu
metode bagi pemilik bisnis (#anchisor) untuk mengembangkan usahanya
secara cepat. Waralaba juga dapat membantu para pebisnis baru yang ingin
membuka bisnis dengan meminimalisir adanya kebangkrutan. Sehingga bisnis
waralaba dapat dikatakan lebih mudah serta saling menguntungkan kedua
belah pihak.

Berdasarkan survei dan review beberapa orang produk yang dibuat
oleh usaha Raja Pisang Keju Arjuna sangat enak dan cocok di semua
kalangan, sehingga dinilai memiliki prospek yang bagus untuk dikembangkan
di daerah lain.' Selain itu, Raja Pisang Keju Arjuna juga sudah mempunyai
brand di pasar makanan khususnya cemilan yang ada di Surabaya.”? Hal
tersebut juga menjadi pertimbangan bagi para franchisee untuk bergabung

dalam usaha Raja Pisang Keju Arjuna.

! Devina (Franchisee Raja Pisang Keju Arjuna), Wawancara, Surabaya, 18 Januari 2020.
2 Vania (Franchisee Raja Pisang Keju Arjuna), Wawancara, Surabaya, 16 Desember 2020.
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Pada saat menjalankan bisnis waralaba tentu ada perjanjian yang
harus dibuat untuk disetujui kedua belah pihak. Perjanjian waralaba
merupakan suatu tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi
masing-masing pihak. Perjanjian waralaba juga dilakukan untuk
meminimalisir adanya kecurangan dalam menjalankan waralaba.

Waralaba dibagi menjadi dua macam, yakni warabala produk dan
merek dagang dan format bisnis. Waralaba produk dan merek dagang
dilakukan dengan memberikan izin kepada franchisee untuk menjual produk
dengan menggunakan merek dagang dalam bentuk lisensi penjualan.
Sedangkan waralaba format bisnis merupakan sistem waralaba yang tidak
hanya menawarkan merek dagang dan logo, akan tetapi menawarkan sistem
yang lebih lengkap mengenai tata cara menjalankan bisnis hingga sukses,
seperti pelatihan dan konsultasi untuk pemasaran, penjualan, dan
pengembangan bisnis.’

Dalam perjanjian yang dilakukan oleh franchisor yakni pemilik usaha
Raja Pisang Keju Arjuna dan pihak ffanchisee yakni pihak yang bergabung
dalam wusaha Raja Pisang Keju Arjuna, dilakukan dengan cara pihak
franchisor memberikan hak kepada franchisee dalam hal ini sebagai mitra
usahanya untuk menjalankan usaha dengan menggunakan merek atau nama
dagang serta menjaga standar kualitas dengan sehubungan dalam penggunaan

merek dari barang atau jasa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Sehingga

% Slamet Yuswanto, Merek Nafas..., 12.
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dalam hal ini waralaba yang digunakan merupakan waralaba produk dan
merek dagang.

Usaha Raja Pisang Keju Arjuna melakukan perjanjian kerja sama
dengan membuat surat perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak,
yakni pihak Raja Pisang Keju Arjuna atau franchisor dan pihak franchisee.
Surat perjanjian yang dibuat oleh Raja Pisang Keju Arjuna memiliki kekuatan
hukum yang sama sehingga aturan-aturan yang telah diatur dalam surat
perjanjian telah dibuat seadil mungkin.

Pihak franchisor akan memberikan lisensi atau hak kepada franchisee
untuk menjalankan usahanya dengan nominal royalti atau modal yang wajib
dibayarkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah membayar
royalti tersebut pihak ffanchisee dalam hal ini dinyatakan sebagai mitra usaha
sesuai dalam surat perjanjian. Pihak franchisor juga akan memberikan
pelatihan sesuai dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

Dalam surat perjanjian juga tertulis bahwa pihak franchisee juga
dinyatakan sebagai pembeli daripada bahan sekaligus kemasan Raja Pisang
Keju Arjuna. Dalam perjanjian tertulis bahwa franchisee diharuskan membeli
tepung pisang goreng yang merupakan bahan dasar dalam pembuatan pisang
goreng dan tidak diperbolehkan untuk membuat tepung sendiri. Hal tersebut
dikarenakan dapat mengubah cita rasa produk Raja Pisang Keju Arjuna.
Pihak franchisee juga tidak diperbolehkan untuk menjual tepung secara

umum.
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Harga yang ditetapkan juga sesuai dalam surat perjanjian yakni bahan
tepung sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan minimal
pembelian 10 kilogram. Pihak franchisee juga harus membeli kemasan
sebagai identitas bahwa produk yang dijual merupakan produk Raja Pisang
Keju Arjuna. Kemasan yang harus dibeli oleh pihak franchisee terdapat dua
macam yakni bentuk kotak kardus dengan harga Rp 900,- (sembilan ratus
rupiah) dan sterofom dengan harga Rp 550,- (lima ratus lima puluh rupiah)
dengan minimal pembelian 500 pieces yang memiliki label Raja Pisang Keju
Arjuna. Harga yang dibeli sesuai dalam surat perjanjian dan dapat berubah
mengikuti harga pasar.

Beberapa pihak franchisee mengatakan bahwa dengan adanya hal
tersebut merasa lebih diuntungkan, hal itu dikarenakan pihak franchisee tidak
perlu repot melakukan survei untuk pembelian bahan sebab sudah disediakan
oleh pihak Raja Pisang Keju Arjuna. Hal tersebut juga meminimalisir adanya
keluhan dari pihak pembeli atau konsumen.* Pihak ffanchisee yang lain juga
mengatakan bahwa setelah dilakukan perhitungan hal tersebut juga tidak
membuat fanchisee merasa dirugikan.” Hal tersebut juga sesuai dengan
persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.®

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Raja Pisang Keju Arjuna
keuntungan yang didapat juga telah sesuai dengan kesepakatan yakni

bahwasanya pihak #ranchisor mendapatkan keuntungan dari franchisee

* Vania (Franchisee Raja Pisang Keju Arjuna), Wawancara, Surabaya, 16 Desember 2020.
® Devina (Franchisee Raja Pisang Keju Arjuna), Wawancara, Surabaya, 18 Januari 2021.
® Sherly (Franchisee Raja Pisang Keju Arjuna), Wawancara, Surabaya, 20 Januari 2021.
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melalui pembelian tepung dan kemasan. Sedangkan pihak f#ranchisee
mendapatkan keuntungan dari penjualan produk Raja Pisang Keju Arjuna.
Pihak franchisee juga mengatakan bahwa keuntungan yang didapat sesuai
dengan yang telah diperjanjikan tersebut.

Perjanjian kerja sama akan berakhir apabila pihak franchisee
melanggar aturan yang telah disepakati yakni tidak melakukan pembelian
tepung dan kemasan (sterofom dan kotak kardus). Apabila pihak franchisee
berhenti dalam melakukan penjualan produk Raja Pisang Keju Arjuna tanpa
sepengetahuan pihak franchisor selama 3 bulan lamanya maka perjanjian akan
berakhir dan ijin akan di cabut. Namun menurut hasil wawancara dengan
pihak Raja Pisang Keju Arjuna, apabila pihak franchisee memberi informasi
kepada pihak franchisor maka akan ada kesepakatan musyawarah dari kedua
belah pihak.’

Sehingga praktik perjanjian waralaba yang dilakukan oleh Raja Pisang
Keju Arjuna dapat disebut sebagai perjanjian kerja sama yang memiliki
kombinasi dengan perjanjian jual beli. Hal tersebut disebabkan adanya

perjanjian jual beli yang muncul pada saat melakukan perjanjian kerja sama.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian W aralaba Pada Usaha R aja Pisang
Keju Arjuna di Surabaya
Bisnis waralaba dalam muamalah dikenal dengan sebutan syirkah.

Syirkah secara bahasa dapat diartikan sebagai kerja sama antara dua orang

" Sutrisno (Pemilik Raja Pisang Keju Arjuna), Wawancara, Surabaya, 20 Oktober 2020.
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atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan keuntungan dan kerugian
ditanggung sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Kemitraan
sendiri telah di lakukan pada masa Rasulullah SAW.

Praktik perjanjian waralaba atau kerja sama yang dilakukan oleh
usaha Raja Pisang Keju Arjuna di Surabaya termasuk dalam akad syirkah.
Syirkah memiliki beberapa macam yang memiliki ciri khas dalam perjanjian
yang mendasarinya.® Kerja sama yang dilakukan oleh usaha Raja Pisang Keju
Arjuna ini dapat di golongkan dalam syirkah ukud, yakni suatu perserikatan
yang terbentuk atau ada karena para pihak yang sengaja untuk melakukan
perjanjian kerja sama.’

Syirkah ukud dapat dibedakan menjadi empat macam, yang mana jika
dikaitkan dengan praktik perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh usaha
Raja Pisang Keju Arjuna maka syirkah ‘nan merupakan kelompok syirkah
yang tepat. Sebab syirkah ‘nan merupakan kerja sama yang terjadi antara
dua orang atau lebih yang masing-masing anggotanya memiliki modal yang
tidak harus sama besarnya. Jika praktik usaha Raja Pisang Keju Arjuna
tersebut dikaitkan dengan rukun dan syarat syirkah, maka:

Pertama, pihak-pihak yang bersekutu atau bekerja sama yang disebut
dengan ‘agid, merupakan orang yang harus kompeten dalam melakukan
perjanjian agar hak dan kewajiban yang disepakati dapat berjalan dengan baik

dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam praktik kerja sama yang

8 Abdul Rahman Ghazali, Figh Muamalat..., 130-131.
® Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam..., 120.
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dilakukan oleh Raja Pisang Keju Arjuna (ffanchisor) dan fianchisee, pihak
pertama yakni franchisor merupakan pihak yang dapat dikatakan kompeten
dalam melakukan kerja sama sebab pihak franchisor melakukan hak dan
kewajibannya yakni dengan memberikan lisensi setelah perjanjian tersebut
disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangan pihak franchisee melakukan
kewajibannya dalam melakukan pembelian bahan dan kemasan seperti yang
telah diperjanjikan, akan tetapi itu tidak berlangsung seterusnya, sehingga
pihak fianchisee dapat dikatakan kurang kompeten sebab tidak dapat
melakukan kewajiban yang telah disepakati kedua belah pihak.

Kedua, Objek syirkah yakni berupa modal sesuai dengan kesepakatan
bersama yakni berupa uang. Dalam praktik usaha waralaba yang dilakukan
oleh Usaha Raja Pisang Keju Arjuna ini termasuk dalam syirkah ‘inan, yakni
kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan mengeluarkan
modal yang tidak harus sama. Kedua belah pihak sama-sama bermodal dalam
melakukan perjanjian ini, akan tetapi terdapat perbedaan dalam modal yang
diberikan. Pihak franchisor bermodalkan ide kreatif untuk merek dagang,
logo, manajemen usaha dan tenaga bekerja seperti memberikan pelatihan
usaha untuk franchisee. Sedangkan franchisee memberikan modal untuk
operasional usahanya. Kedua belah pihak saling ikut serta dalam menjalankan
usaha waralaba sesuai perjanjian yang telah ditetapkan dan disepakati.

Ketiga, ijab kabul atau shighat dapat dilakukan dengan ucapan
ataupun secara tertulis. Dalam praktik yang dilakukan oleh Usaha Raja

Pisang Keju Arjuna ijab kabul dilakukan secara tertulis dengan membuat
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surat perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Di
dalam surat perjanjian kerja sama disebutkan bahwa pihak franchisee
merupakan mitra usaha Raja Pisang Keju Arjuna, sehingga pihak franchisee
harus melakukan persyaratan dan kewajiban yang telah disepakati.

Syirkah dapat berakhir apabila para pihak yang bersepakat tidak dapat
melakukan hak dan kewajibannya seperti adanya wanprestasi, salah satu
pihak kehilangan kecakapannya dalam menjalankan usahanya, salah satu
pihak berada di bawah pengampuan, salah satu pihak meninggal dunia, serta
jatuh bangkrut yang berakibat tidak dapat berkuasa lagi terhadap harta yang
menjadi modal syirkah.”’

Sedangkan jual beli merupakan aktifitas ekonomi yang bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jual beli telah mendapatkan
apresiasi dari Rasulullah SAW, termasuk dalam salah satu mata pencaharian
yang paling baik. Jual beli dapat diartikan sebagai tukar menukar barang
dengan uang. Jual beli hukumnya mubah atau boleh berdasarkan Alquran,
Hadis dan Ijma’. Dalam praktik perjanjian kerja sama yang dilakukan usaha
Raja Pisang Keju Arjuna tidak hanya menyatakan bahwa pihak franchisee
merupakan mitra usahanya, akan tetapi juga menyatakan bahwa pihak
franchisee merupakan pembeli daripada bahan dan kemasan Raja Pisang Keju
Arjuna. Jika praktik tersebut dikaitkan dengan rukun dan syarat jual beli,

maka:

10 |smail Nawawi, Fikih Muamalah...,158.



68

Pertama, pihak yang melakukan akad yakni al-muta’agidain. Dalam
jual beli terdapat dua pihak yang melakukan akad yaitu penjual disebut bai’
dan pembeli disebut musytari. Dalam akad jual beli pihak penjual dalam hal
ini franchisor dan pembeli yang merupakan pihak franchisee harus cakap
dalam melakukan tindakannya, berakal sehat, baligh, pandai atau rasyid, dan
bukan termasuk orang yang tidak boleh melakukan transaksi seperti orang
gila. Penjual atau ffanchisor dan pembeli atau frfanchisee merupakan orang
yang cukup kompeten dalam melakukan tindakannya untuk melakukan jual
beli.

Kedua, sighat atau ijab kabul yakni merupakan persetujuan yang
dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual
beli. Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan mengucapkan ataupun
dengan perbuatan seperti memberikan uang dan barang. Sama seperti
transaksi yang dilakukan oleh Raja Pisang Keju Arjuna yang mana pihak
penjual atau franchisor akan memberikan tepung, kotak kardus ataupun
strerofom ketika pihak pembeli atau franchisee memberikan uangnya.

Ketiga, barang atau benda (ma’uqud ‘alaih) yang akan diperjual
belikan. Dalam praktik yang dilakukan Raja Pisang Keju Arjuna barang yang
akan diperjualbelikan merupakan barang yang sudah jelas wujudnya yakni
tepung, kotak kardus dan sterofom. Barang yang diperjual belikan bukan
termasuk barang yang haram untuk diperjual belikan. Penjual atau franchisor
yakni sekaligus pemilik Raja Pisang Keju Arjuna juga selalu memastikan

bahwa barang yang dikirimkan juga memiliki kualitas dan jumlah yang
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sesuai. Sedangkan pihak ffanchisee juga selalu memastikan bahwa barang
yang didapat sesuai dengan yang dibeli.

Keempat, tsaman atau harga yang diperjualkan merupakan harga yang
disepakati oleh kedua belah pihak. Terkait dengan permasalahan harga pihak
penjual atau franchisor telah menentukan harga untuk barang yang diperjual
belikan. Harga yang disepakati kedua belah pihak juga sudah tertulis dalam
surat perjanjian, yakni tepung goreng seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu
rupiah) untuk setiap 1 kilogram dan harus melakukan pembelian minimal 10
kilogram. Harga untuk strerofom Rp 550,- (lima ratus lima puluh rupiah) dan
harga kotak kardus Rp 900,- (sembilan ratus rupiah) dengan minimal
pembelian 500 pieces. Dalam perjanjian juga telah menetapkan bahwa harga
yang tertera dapat berubah mengikuti dengan kondisi pasar. Hal tersebut
sudah disetujui oleh pihak penjual dan pembeli.

Melihat praktik perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh usaha Raja
Pisang Keju Arjuna dapat dikatakan bahwa kerja sama tersebut
dikombinasikan dengan jual beli. Perjanjian kerja sama dapat terlaksana
dengan baik apabila para pihak dapat melakukan persyaratan yang telah
disepakati seperti adanya jual beli saat perjanjian tersebut dilangsungkan.

Dilihat dari rukun dan syarat yang ada pada akad syirkah dapat
dikatakan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh usaha Raja Pisang Keju
Arjuna dengan pihak franchisee dapat dikatakan tidak sah sebab pihak
franchisee merupakan pihak yang kurang kompeten dalam melakukan

perjanjian kerja sama.
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Seperti yang telah disebutkan dalam surat perjanjian bahwasanya
pihak ffanchisee bukan hanya sebagai mitra usaha akan tetapi juga sebagai
pihak pembeli bahan dan kemasan. Pihak f#anchisee hanya melakukan
kewajibannya dalam melakukan pembelian bahan dan kemasan pada saat
awal-awal perjanjian itu berlangsung yang seharusnya kewajiban itu
dilakukan selama perjanjian itu dilangsungkan.

Pihak franchisee telah lalai dalam menjalankan kewajibannya hingga
5 bulan lamanya. Dengan tidak melakukan pembelian bahan dan kemasan
akan tetapi melakukan penjualan dengan brand Raja Pisang Keju Arjuna
membuat pihak franchisor atau Raja Pisang Keju Arjuna merasa dirugikan
sekali oleh tindakan yang dilakukan pihak franchisee.

Franchisor yakni pemilik usaha Raja Pisang Keju Arjuna melakukan
kerja sama dengan persyaratan tidak dengan alasan. Pihak franchisor
menyatakan bahwa pihak frfanchisee diwajibkan membeli tepung dikarenakan
tepung yang dibuat oleh Raja Pisang Keju Arjuna merupakan tepung yang
dibuat dengan cita rasa Raja Pisang Keju Arjuna. Sehingga rasa yang
diciptakan antar waralaba tidak akan terasa beda sebab bahan yang digunakan
sama. Kemasan juga merupakan barang yang wajib dibeli oleh pihak
fianchisee sebab kemasan merupakan identitas bahwa produk yang
dipasarkan merupakan produk asli Raja Pisang Keju Arjuna.

Pihak franchisor dalam surat perjanjiannya memberikan kebebasan
kepada pihak franchisee yakni dalam penjualan pisang goreng menu yang

ditawarkan tidak harus mengikuti menu yang dijual oleh pihak ffanchisor.



71

Pihak franchisee dapat menjual beberapa pilihan varian saja disesuaikan
dengan rasa yang disuka oleh wilayahnya. Hal tersebut dilakukan oleh
franchisor agar pihak franchisee tidak merasa dirugikan.

Pihak franchisor juga menyatakan bahwa perjanjian dapat berakhir
apabila pihak franchisee tidak melakukan kewajibannya selama 3 bulan
lamanya tanpa ada pemberitahuan kepada pihak ffanchisor. Pihak franchisee
mengatakan kepada pihak franchisor bahwa tidak melakukan penjualan
selama 5 bulan lamanya, akan tetapi setelah adanya pengecekan pihak
franchisee terlihat melakukan penjualan.

Berdasarkan surat perjanjian yang telah disepakati, perjanjian kerja
sama akan berakhir apabila pihak kedua atau ffanchisee tidak melaksanakan
kewajibannya serta melanggar ketentuan yang telah disepakati. Dengan
berakhirnya perjanjian ini maka pihak franchisor dapat melakukan tindakan
pengambilan lisensi penjualan yang sebelumnya telah diberikan kepada pihak
fianchisee serta mengambil atribut yang mengatas namakan brand Raja
Pisang Keju Arjuna.

Melihat praktik kerja sama yang dilakukan oleh pihak Raja Pisang
Keju Arjuna dengan pihak franchisee dapat dikatakan tidak sah sebab tidak
sesuai dengan rukun dan syarat syirkah. Pihak franchisor dapat memutuskan
kontrak kerja sama yang berlangsung sebab perjanjian sudah tidak sesuai

dengan surat perjanjian kerja sama yang disepakati kedua belah pihak.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1.

Praktik perjanjian waralaba pada usaha Raja Pisang Keju Arjuna di
Surabaya dilakukan dengan cara menandatangani surat perjanjian kerja
sama yang telah dibuat oleh kedua belah pihak serta memiliki kekuatan
hukum yang sama. Pihak franchisee diharuskan melakukan pembayaran
royalti sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada franchisor untuk
mendapatkan lisensi. Lisensi yang didapat digunakan untuk menjalankan
usahanya dengan menggunakan merek atau nama dagang usaha Raja
Pisang Keju Arjuna. Pihak ffanchisormaupun pihak franchisee diharuskan
menjaga standar kualitas sehubungan dengan penggunaan merek atau
nama dagang Raja Pisang Keju Arjuna. Keuntungan dan kerugian
ditanggung kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang disepakati,
yakni pihak franchisor mendapatkan keuntungan dari pembelian bahan
serta kemasan sedangkan pihak franchisee mendapatkan keuntungan dari
penjualan produk Raja Pisang Keju Arjuna. Dalam perjanjian yang
dilakukan oleh usaha Raja Pisang Keju Arjuna memiliki hak dan
kewajiban yang harus dilakukan oleh ffanchisee seperti menjadi mitra
usaha dengan melakukan aturan yang sesuai seperti yang diperjanjikan

sekaligus menjadi pembeli untuk tepung, kotak ataupun sterofom.
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2. Hasil analisis hukum Islam terhadap perjanjian waralaba pada usaha Raja

Pisang Keju Arjuna di Surabaya adalah tidak sah. Hal tersebut
dikarenakan pihak yang melakukan akad yakni ‘agid salah satunya
merupakan orang yang kurang kompeten. Dalam hal ini dapat dilihat
melalui pihak yang melakukan akad syirkah yakni ‘agid, salah satu pihak
merupakan orang yang kurang kompeten sebab dalam melakukan
perjanjian kerja sama tidak melakukan kewajiban yang sudah ditetapkan
dalam surat perjanjian. Pihak franchisee melakukan kewajiban pada saat
awal-awal bergabung dengan usaha Raja Pisang Keju Arjuna, yang
seharusnya kewajiban itu dilakukan terus menerus selama perjanjian kerja
sama sedang berlangsung. Dengan tindakan yang telah dilakukan oleh
pihak franchisee membuat pihak ffanchisor merasa dirugikan. Sehingga
dalam hal ini akad syirkah yang dilakukan oleh kedua belah pihak
dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat syirkah.
Pihak franchisor dapat melakukan pemutusan kerja sama dengan pihak

franchisee dengan mengambil lisensi yang sebelumnya telah diberikan.

B. Saran

1.

Dalam melakukan perjanjian kerja sama diharapkan untuk pihak
fianchisee mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pihak f#anchisor
sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama, seperti
melakukan pembelian tepung serta menjaga kualitas produk tersebut dan

tidak memperjualbelikan tepung secara bebas terlebih membuat tepung
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sendiri yang dapat merubah cita rasa dari produk Raja Pisang Keju
Arjuna. Pihak franchisee juga diharuskan membeli kotak ataupun
sterofom sebagai identitas dari produk Raja Pisang Keju Arjuna. Pihak
franchisee juga harus menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh
pihak franchisor. Hal tersebut ditujukan agar perjanjian kerja sama dapat
terlaksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan perselisihan antar para
pihak.

. Pihak franchisor harus memberikan kepercayaan atas lisensi yang telah
diberikan kepada pihak franchisee untuk menggunakan merek atau nama
dagang dari usaha Raja Pisang Keju Arjuna. Pihak ffanchisor juga harus
melakukan survei secara berkala agar dapat menghindari adanya
kecurangan dalam melakukan perjanjian tersebut serta usaha Raja Pisang
Keju Arjuna dapat terlaksanakan dengan baik dan semakin berkembang

untuk kedepannya.
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